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Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai
penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu
keluarga atau rumah tangga. Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di
kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan
dari segi hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUH Perdata, karena berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, selain itu
perkawinan beda agama juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu masalah
kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda
agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis
normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan
pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum yang
sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk
penelitian preskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa
tinjauan pustaka (library relselarch,).

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan beda agama yang telah
dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah
tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sebagai
kriteria keabsahan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut berakibat kepada
(1) status dan kedudukan anak yaitu tidak sah, (2) status agama anak adalah
tanggung jawab kedua orang tuanya, (3) ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan
harta waris yang diberikan melalu wasiat wajibah, dan (4) harta bersama
perkawinan beda agama dibagi berdasarkan persetujuan suami istri.

Diharapkan kepada pemerintah agar merumuskan dan membuat peraturan
perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur terkait larangan,
sanksi dan antisipasi terhadap perkawinan beda agama di Indonesia agar tidak
terjadinya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Disarankan bagi masyarakat
terksususnya pasangan suami istri yang berbeda keyakinannya, yang mempunyai
anak, agar mendapatkan kedudukan dan hak kewarisan dari orangtuanya.
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